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ABSTRAK

Analisis Aktor Non Pemerintah dalam Implementasi Perhutanan Sosial di
Sulawesi Selatan Di bawah Bimbingan Dr. Forest. Muhammad Alif K. S. S.Hut.
M.Si dan Emban Ibnurusyid Mas’ud, S. Hut, MP.

Perhutanan sosial di Sulawesi Selatan beberapa kali terbantu dengan adanya aktor non-
pemerintah yang mendampingi masyarakat dalam mengajukan perizinan dan
pemberdayaan seperti penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas sumber
daya manusia, peran mereka cukup sentral dalam menyukseskan pelaksanaan program
perhutanan sosial. kehutanan yang sering terkendala dengan sosialisasi peraturan. dari
pemerintah ke masyarakat. Dengan pendanaan yang dimiliki oleh aktor non
pemerintah, masyarakat lebih mudah mengembangkan perhutanan sosial dari segi
produksi. Pendanaan ini memudahkan perhutanan sosial untuk dijalankan karena
keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah, melalui aktor non pemerintah juga
masyarakat dapat dimediasi dengan pemerintah untuk mendapatkan bantuan dana dan

fasilitas untuk meningkatkan produksi.

Kata kunci: perhutanan sosial, aktor non pemerintah, analisis aktor
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l. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aktor non pemerintah sering kali diidentifikasi sebagai Non Government
Organization (NGO), atau dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), dalam istilah lain disebut juga sebagai Organisasi Non Pemerintah
(ORNOP). berbagai istilah dan penamaan di atas mengandung makna sebuah
kelompok yang menginisiasi atas kehendak sendiri di luar dari arahan pemerintah,
independensi dan kemandirian adalah pilarnya, tujuannya adalah menjadi perwakilan
suara dari bawah (grass root). Namun, definisi ini tidaklah lagi sepenuhnya tepat karena

penggunaan berbagai istilah ini tidak menunjukkan realitas yang seragam.

Seperti yang ditunjukkan (Laraswati, 2020), definisi dari ORNOP ini bisa dibagi
ke dalam dua definisi besar. Pertama, terdiri dari aktor yang memiliki kepentingan dan
kekuasaan untuk bernegosiasi dan mengontrol, dan menahan alokasi sumber daya
untuk keperluan mereka. Kedua, aktor yang memiliki ke mampuan bernalar dan akses
material yang terwujud pada kemampuan untuk mengakses atau mengeksklusi. Dari
kedua definisi yang ditunjukkan Laraswati, lebih tepat untuk menyebut objek
penelitian ini sebagai aktor non pemerintah ketimbang menggunakan istilah NGO,
LSM, dan ORNOP. Karena Aktor Non Pemerintah bisa menjadi siapa saja di luar
institusi pemerintahan yang turut serta dalam menjalankan program atau pembuatan
kebijakan. Karena adanya banyak istilah dan bentuk organisasi yang berbeda, maka
digunakan satu istilah yang dapat merangkum dan dengan tepat mendefinisikan

lembaga non pemerintah ini sebagai Organized Interest Group.

Para aktor non pemerintah ini sudah ada dan berperan dalam pelaksanaan
kebijakan kehutanan, seperti di perhutanan sosial. Perhutanan sosial dapat dibagi ke
dalam tiga fase; pertama 1970-1980 an, era Orde Baru yang tersentralisasi dan
birokratis mewujud dalam bentuk kebijakan yang mengeksklusi masyarakat lokal

dalam mengelola hutan. kondisi ini kemudian membuat para aktor non pemerintah



serta masyarakat lokal yang terusir dari tanah nenek moyangnya mendesak pemerintah
untuk memberikan akses terhadap hutan pada masyarakat lokal. Kedua, 1990 an-2012,
LSM dan akademisi bersama dalam menuntut pemerintah untuk memperbarui aturan
yang menjadi dasar dalam pelibatan dan akses pada masyarakat secara legal dan
mandatoris untuk mengelola hutan yang kemudian menghadirkan skema hutan
kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
(PHBM). Ketiga, pengakuan yang lebih fundamental terhadap kepemilikan lahan,
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai salah satu ORNOP yang
mengadvokasi masyarakat adat mendorong pengakuan hutan adat sebagai hutan milik
masyarakat adat dan dikeluarkan dari hutan negara (Fisher dkk, 2019).

Peran-peran yang dijalankan aktor non pemerintah sejauh ini cukup beragam,
dalam NGO sendiri terdapat bentuk gerakan yang berbeda-beda. Kategori yang
dituliskan oleh (Suharko, 1998) membagi NGO kedalam tiga bentuk gerakan, yaitu
instrumental, subkultur, dan kontra kultural. NGO dengan model gerakan instrumental
didefinisikan sebagai NGO dengan kecenderungan pada konservasionis,
mengampanyekan kebijakan lingkungan, mobilisasi massa untuk melakukan
kampanye. NGO dengan model subkultur memiliki kecenderungan pada model
gerakan pendampingan dan pemberdayaan melalui kerjasama maupun menghadirkan
alternatif contoh terhadap program yang ada, juga sekaligus menjadi sarana
pendidikan alternatif bagi masyarakat seperti petani dan masyarakat lainnya yang
memiliki lahan. NGO kontra kultural adalah mereka yang memiliki bentuk dan tujuan
lebih abstrak karena haluan ideologi dan pemikirannya yang cenderung tidak
kompromis, contoh ideologi dari NGO ini adalah anti kapitalisme dan sosialisme,
serta mengarah pada kecenderungan ekologi dalam (deep ecology) sehingga gerakan
NGO model ini sering kali dianggap tidak realistis dan lebih sering tampak

berseberangan dengan pemerintah atau sebagai pengawas.

Aktor non pemerintah bisa saja merupakan orang-orang di luar NGO, semisal
kelompok desa, atau orang-orang yang memiliki pengaruh dan kuasa untuk
menjalankan program atau memandu kelompok desa, pada tempat lain akademisi juga



bisa dianggap sebagai aktor non pemerintah selama keterlibatannya dalam suatu
program kebijakan merupakan keikutsertaan sementara atau dalam jangka tertentu
sebagai tenaga ahli, para aktor non pemerintah ini biasa tergabung dalam kelompok
kerja (POKJA) yang diwadahi oleh pemerintah. dari sekian banyaknya aktor non
pemerintah ini, tidak diketahui siapa sebenarnya aktor kunci dalam menjalankan

program perhutanan sosial, khususnya di Sulawesi Selatan.

Untuk mengetahui bagaimana kondisi pelaksanaan perhutanan sosial di Sulawesi
Selatan, kita dapat melihat pada dua dokumen akademik yang tersedia yaitu, Kajian
Dampak Perhutanan Sosial Sulawesi Selatan yang diterbitkan tahun 2018 oleh
Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin sebagai kajian awal untuk mengetahui
kondisi perhutanan sosial, laporan ini memberikan pengetahuan akan keadaan ril di
lapangan melalui penjelasan deskriptif. Dokumen lain yang tersedia sebagai bahan
kajian perhutanan sosial di Sulawesi Selatan adalah laporan Evaluasi Perhutanan
Sosial Sulawesi Selatan 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan melalui penelitian kuantitatif dan hasil yang terukur dan mencakup
seluruh kawasan izin perhutanan sosial di Sulawesi Selatan. Bentuk keluaran dari

Laporan ini adalah hasil evaluasi dalam bentuk penilaian kuantitatif.

Berdasarkan laporan Kajian Dampak Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi
Selatan (Sahide dkk, 2018), LSM menjadi faktor pengungkit bagi indikator lain yang
memengaruhi pelaksanaan sosial di Sulawesi Selatan melalui peran fasilitator bagi
masyarakat, serta 95,2% izin yang terbit difasilitasi oleh aktor eksternal dalam hal ini

aktor non pemerintah.

Sedangkan pada laporan Evaluasi Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
(KLHK, 2019) yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa
pelaksaan perhutanan sosial masih banyak yang tidak mengindikasikan keberhasilan,
penyebabnya adalah pemegang izin tidak memahami dokumen perencanaan yang
dibuat oleh aktor luar, dan beberapa kelompok tani yang terdapat di perhutanan sosial

tidak terorganisir karena kurang mendapat pendampingan.



Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apakah ada pengaruh peran aktor non

pemerintah terhadap keberhasilan maupun kegagalan perhutanan sosial dan siapa saja

aktor non pemerintah ini dalam pelaksanaan perhutanan sosial, serta faktor apa saja

yang memengaruhi keberhasilannya.

1.1 Pertanyaan dan Tujuan Penelitian

1.2.1 Pertanyaan Penelitian

a.

Seberapa jauh evaluasi perhutanan sosial di Sulawesi Selatan berdasarkan
dokumen kajian dampak dan evaluasi perhutanan sosial?

Siapa saja aktor non pemerintah yang memengaruhi keberhasilan
pelaksanaan perhutanan sosial di Sulawesi Selatan?

Faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan perhutanan

sosial yang didampingi aktor non pemerintah?

1.2.2 Tujuan Penelitian

a.

Membandingkan dua dokumen hasil kajian perhutanan sosial di Sulawesi
Selatan 2018-2019, metode kajian evaluasi yang dilaksanakan, kesamaan
dan perbedaan temuan yang didapatkan.

Mengkategorisasi indikasi keberhasilan dan kegagalan izin perhutanan
sosial di Sulawesi Selatan berdasarkan dokumen Kajian Dampak
Perhutanan Sosial serta aktor non pemerintah yang mendampinginya.
Mengecek sejauh mana peran aktor non pemerintah dalam menentukan

keberhasilan pelaksanaan perhutanan sosial.



. TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Perhutanan Sosial

Perhatian terhadap pengelolaan hutan secara lestari dapat dilacak secara historis
pada pertengahan abad ke-20, khususnya setelah Perang Dunia Il. Pada saat itu terjadi
kerusakan hutan yang cukup parah, terutama di negara-negara berkembang. Kerusakan
hutan di negara-negara berkembang yang umumnya baru merdeka pasca Perang Dunia
Il terjadi karena beberapa sebab, antara lain: terbentuknya pemerintahan baru yang
memerlukan modal untuk menjalankan roda pemerintahan dan roda pembangunan,
diperlukannya modal pembangunan terutama sumberdaya alam berupa bahan tambang
dan sumberdaya hutan, adanya laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat yang
kemudian meningkatkan kebutuhan akan lahan pertanian serta perumahan, dan pada
akhirnya berdampak pada alih fungsi kawasan hutan. Peningkatan kebutuhan
pengusahaan hutan tidak diikuti dengan penguasaan ilmu pengelolaan hutan yang
mampu menjamin kelestarian sumberdaya hutan. Pengusahaan hutan masih belum
menggunakan kaidah-kaidah kelestarian hutan sehingga menyebabkan eksploitasi
berlebihan dan tanpa kendali (Supriyanto dkk, 2018).

Penyebab utama perusakan hutan di negara-negara berkembang tidak terlepas
dari persoalan sosial ekonomi yang mempengaruhi para ahli kehutanan dunia untuk
melakukan antisipasi dengan mengangkat masalah sosial ekonomi dalam pertemuan-
pertemuan kehutanan di tingkat dunia. Tindakan antisipasi dan kepedulian tersebut
dimulai pada saat Kongres Kehutanan Dunia (World Forestry Congress, WFC) ke-6 di
Seattle tahun 1960, dengan mengangkat tema utama Multiple Use of Forest Lands
(Hutan Multiguna) yang kemudian ditindaklanjuti dengan WFC ke-8 tahun 1978 di
Jakarta dengan tema Forest for People (Hutan untuk Rakyat) (Supriyanto dkk, 2018).

Konsep Forest for People pada WFC ke-8 tahun 1978 mengandung makna
bahwa pembangunan hutan harus diarahkan untuk pembangunan masyarakat lokal
(forestry for local community development). Tujuannya untuk meningkatkan standar
kehidupan masyarakat di sekitar hutan dengan cara melibatkan mereka dalam proses

pengambilan keputusan dan berbagai kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan



kearifan lokal. Sejak saat itulah lahir paradigma baru dalam pembangunan hutan yang

dikenal dengan perhutanan sosial (social forestry).

Social forestry mulanya digagas oleh Westoby pada Ninth Commonwealth
Forestry Congress di Delhi, India tahun 1968. Social Forestry didefinisikan sebagai “a
forestry which aims at production flow of protection and recreation benefits for the
community”. Namun, istilah Social Forestry itu sendiri baru diperkenalkan setelah
Kongres Kehutanan Dunia ke VIII tahun 1978 di Jakarta dengan diperkenalkannya
konsep forest for people. Sebagai paradigma baru di dalam konsep pengelolaan hutan,
perhutanan sosial dipahami sebagai suatu pendekatan pembangunan kehutanan yang
mempunyai tujuan memproduksi manfaat hutan untuk perlindungan dan rekreasi bagi
masyarakat (Westoby, 1968). Simon (1994) menambahkan bahwa perhutanan sosial
adalah suatu strategi yang menitikberatkan pada pemecahan masalah-masalah
penduduk lokal dan pemeliharaan lingkungan. Oleh karena itu, hasil utama kehutanan
tidak semata-mata kayu. Lebih dari itu kehutanan dapat diarahkan untuk menghasilkan
berbagai macam komoditi sesuai dengan kebutuhan penduduk di suatu wilayah,
termasuk kayu bakar, pangan, pakan ternak, buah, air, satwa liar, keindahan, dan

lainnya.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Permen LHK 9/2021 tentang Pengelolaan Perhutanan
Sosial, “Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan
dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh
Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk
meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial
budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat,

Hutan Adat, dan kemitraan kehutanan.”

Sanjaya (2016) menyatakan bahwa penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan
(HKm) dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada
masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari guna penciptaan lapangan
kerja dan penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan persoalan sosial.

HKm bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan



sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga

kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

Menurut Roslinda (2008), konsep HKm dilatarbelakangi oleh berubahnya
paradigma pembangunan kehutanan, yakni dari “State Based Forest Management”
menjadi “Community Based Forest Management” dan dari “Timber Management”

menjadi “Ecosystem Management”.

Pendekatan CBFM merupakan wujud dari paradigma social forestry
(kehutanan sosial), yang tidak saja terjadi di Indonesia melainkan di seluruh dunia.
Konsep Hutan Kemasyarakatan timbul sesuai dengan perubahan konsep dan strategi

pembangunan pada negara-negara berkembang pada umumnya.

Menurut CIFOR (2003) perhutanan sosial adalah sistem dan bentuk
pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta berbagai pihak lain (berbagai unsur
sosial) yang dapat dilakukan di mana saja, di lahan milik pribadi, umum atau di
kawasan hutan yang diijinkan. Perhutanan sosial memberi perhatian bukan hanya peran
dan hak masyarakat tetapi keterlibatan dan perhatian berbagai pihak atas pengelolaan
sumberdaya hutan yang memadukan kegiatan perlindungan, kesejahteraan masyarakat
lokal dan tujuan produksi yang lestari. Dalam arti luas, perhutanan sosial mencakup
semua bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran, hak dan akses masyarakat
serta ada upaya memperhatikan perpaduan antara kesejahteraan masyarakat dengan

pelestarian sumberdaya hutan.

Dari berbagai konsep tersebut, maka dapat ditarik elemen-elemen pembentuk
perhutanan sosial yakni partisipatif antara masyarakat dan pihak pengelola perhutanan
sosial, masyarakat sebagai mitra utama, perlindungan hutan yang berkelanjutan,

pengentasan kemiskinan, dan produksi lestari.

2.2  Siapa itu Aktor dan Siapa itu Aktor Non Pemerintah?
Apa itu aktor? Aktor adalah seseorang atau kelompok yang memiliki posisi

(formal/informal) dan pengaruh karena memiliki kapasitas tertentu yang berada di luar



pemerintahan, dalam artian tidak bekerja secara langsung atau di bawah ikatan kontrak
dengan pemerintah. Aktor Non Pemerintah ini dilibatkan sebagai tenaga ahli atau

mengisi posisi yang dibuka oleh pemerintah melalui skema kerja sama.

Aktor merupakan individu atau kelompok yang memiliki jaringan kekuasaan,
serta memiliki suatu kepentingan tertentu (Krott, 2005; Sahide dkk, 2016). Aktor
sebagai pemangku kepentingan yang dinyatakan oleh Igbal (2007) secara aktif terlibat
dalam suatu kegiatan dan terkena dampak, baik positif maupun negatif, dari hasil
pelaksanaan kegiatan. Mitchell (1997) mengatakan teori pemangku kepentingan
menitikberatkan pada siapa yang memegang kekuasaan, legitimasi, serta mempunyai

kepentingan dalam organisasi.

Apa itu aktor non pemerintah? Mengedepankan independensi (posisi), dia tidak
berada di dalam pihak pemerintah secara langsung. Kerja yang dilakukan oleh aktor
non pemerintah adalah kerja berbentuk partisipatif atau sukarela dalam berbagai
bentuknya untuk turut mensukseskan suatu program atau pengawasan secara langsung
terhadap suatu program dengan cara terlibat di dalamnya. Keterlibatan ini memiliki
berbagai macam bentuk, seperti partisipan dalam perumusan kebijakan, satuan
kelompok kerja yang turut serta dalam implementasi, atau pengawas berjalannya suatu

program.

2.3  Sejarah Keterlibatan Aktor Non Pemerintah dalam Perhutanan Sosial di

Indonesia (Evolusi Keterlibatan Aktor Non Pemerintah)

Perhutanan sosial adalah program yang menekankan pada keterlibatan
masyarakat dalam mengelola hutan. Keterlibatan ini sah dan legal untuk mengurangi
masalah konflik tenurial yang menimpa masyarakat di sekitar maupun di dalam hutan,
karena itu program ini bersifat pengelolaan oleh masyarakat melalui pemberian izin
dan pembentukan kelompok masyarakat. Adapun keterlibatan aktor non pemerintah
dalam pembentukan perhutanan sosial didominasi oleh NGO, seperti AMAN, pada

fase perkembangan ketiga perhutanan sosial yang mendorong untuk diakuinya



kepemilikan hutan adat oleh masyarakat adat sehingga hutan adat bukan lagi hutan
negara. Peran lain juga dilakukan dalam skala pengembangan atau pemberdayaan
dengan melakukan fungsi pendidikan dan penyuluhan dalam mempersiapkan
kelompok masyarakat yang akan mengelola hutan, seperti membantu masyarakat
dalam membuat program maupun mengelola dana hibah yang diperoleh untuk
menjalankan program, membuat rincian anggaran belanja, menentukan tahapan kerja,
menentukan target pencapaian, hingga membantu tahap evaluasi sampai dengan suatu

kelompok berhasil mandiri.

Di sisi lain, aktor non pemerintah di luar NGO seperti para akademisi biasanya
tergabung dalam POKJA yang bertugas untuk memberikan saran dan evaluasi
berbasiskan penelitian yang menghasilkan data empiris untuk melihat sejauh mana
keberhasilan dan progres kerja dari yang diharapkan atau yang termuat di dalam
kebijakan. Aktor non pemerintah lain seperti para individu, menggerakkan atau
menginisiasi pembentukan kelompok masyarakat. Peran individu ini cukup penting
karena memiliki pengaruh dan kepentingan yang menonjol di dalam kelompok.

Dalam studi kasus kebakaran hutan dan lahan, NGO terlibat untuk mengurai
persoalan ketidaksetaraan relasi kuasa (unequal power relation) antar aktor yang
berimplikasi pada pengendalian karhutla di Indonesia. Peran-peran yang dilakukan
NGO antara lain: (1) advokasi kebijakan, (2) kampanye publik, (3) penguatan kapasitas
dan konsultasi, (4) pengelolaan pengetahuan, dan (5) implementator di lapangan.
Untuk peran pertama, NGO menggugat aktor-aktor yang bertanggung jawab atas
karhutlah. WALHI, Greenpeace, dan Sawit Watch merupakan aktor yang paling
menonjol melakukan advokasi lingkungan hidup. Peran kampanye publik berguna
untuk memperluas wacana atau isu yang diangkat oleh NGO dengan sasaran
masyarakat yang lebih luas. Peran ini memanfaatkan jaringan pada tingkat nasional dan
internasional guna menekan pemerintah, perusahaan, dan pasar. Greenpeace misalnya
mengkampanyekan ‘nol deforestasi’ untuk mencegah terjadinya karhutla yang lebih
luas. Peran penguatan kapasitas dan konsultasi menjalankan fungsinya sebagai mitra
strategis pemerintah untuk melalukan perbaikan dari dalam sistem. Selain itu, NGO



lain juga memerankan peran pengelolaan pengetahuan yang meliputi melakukan kajian
dan riset, mengelola informasi dan pengetahuan, serta penyebaran informasi terkait isu-
isu karhutla. Dan terakhir, peran sebagai implementator lapangan yang bekerjasama
dengan aktor-aktor lain mendampingi masyarakat. Semua peran-peran ini
dimungkinkan karena meluasnya keluhan kolektif dengan berkembanganya
pemberitaan media massa dan media sosial dan struktur kesempatan politik yang mulai
terbuka (Ardhian, et. al 2016).

Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida, Bali tidak bisa
dilepaskan dari peranan salah satu NGO vyaitu, The Nature Conservancy. Inisiatif dari
NGO ini merupakan bagian dari program Coral Triangle Initiative yang bertujuan
untuk menjamin keberlanjutan sumber daya laut dan pesisir. Bersama masyarakat,
NGO ini bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan
perhatian khusus pada sumber daya laut seperti terumbu karang. Untuk tujuan itu, NGO
ini melakukan pendidikan publik dan pelatihan-pelatihan yang meliputi pengenalan
terumbu karang, kekayaan biota laut di Perairan Nusa Penida, ekosistem padang lamun,
ekosistem mangrove dan sosialisasi mengenai cara menjaga ekosistem terumbu karang
maupun lingkungan pesisir. Bentuk-bentuk juga bervariatif mulai dari bersih-bersih
pantai, mengadakan lomba laying-layang yang bertemakan ekosistem pesisir,
pemutaran film, maupun penyebaran informasi melalui pamphlet dan brosur. Strategi
pendekatan yang digunakan adalah kerjasama non-konfrontatif dengan berbagai aktor
seperti tokoh-tokoh masyarakat, komunitas lingkungan lokal, pelajar, karang taruna,
dan kelompok masyarakat lain termasuk oknom-oknum wisata. Setelah terciptanya
kesadaran bersama atas pentingnya menjaga terumbu karang dan ekosistem perairan,
langkah lebih lanjut dari proses ini adalah pelembagaan wilayah geografis ini menjadi

kawasan konservasi.

2.4 Kapan Dia disebut Aktor Kunci ?
Kapan disebut sebagai aktor kunci? Ketika aktor memainkan atau memberikan

pengaruh signifikan terhadap berjalannya suatu aktifitas, program, kebijakan dalam
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contoh sederhana, beberapa NGO dapat mempengaruhi aktor lain untuk menyesuaikan

dengan posisi dan kepentingannya.

Thompson dalam Kadir (2014:51) mengungkapkan bahwa peran aktor dalam

pelaksanaan suatu kebijakan atau program dipengaruhi oleh kekuatan (power) dan

kepentingan (interest) yang dimiliki oleh aktor tersebut, sehingga dapat dikategorikan

menjadi 4 jenis yaitu:

a.

Aktor dengan tingkat kepentingan (interest) yang tinggi tetapi memiliki
kekuatan (power) yang rendah diklasifikasikan sebagai Subyek (Subjects).
Aktor ini memiliki kapasitas yang rendah dalam pencapaian tujuan, akan tetapi
dapat menjadi berpengaruh dengan membentuk aliansi dengan aktor lainnya.
Aktor ini sering bisa sangat membantu sehingga hubungan dengan aktor ini
harus tetap dijaga dengan baik.

Aktor dengan tingkat kepentingan dan kekuatan yang tinggi diklasifikasikan
sebagai Pemain Kunci. Aktor ini harus lebih aktif dilibatkan secara penuh
termasuk dalam mengevaluasi strategi baru.

Aktor dengan tingkat kepentingan dan kekuatan yang rendah diklasifikasikan
pengikut lain, untuk melibatkan aktor ini lebih jauh karena kepentingan dan
pengaruh yang dimiliki biasanya berubah seiring berjalannya waktu. Aktor ini
harus tetap dimonitor dan dijalin komunikasi dengan baik.

Aktor dengan tingkat kepentingan yang rendah tetapi memiliki kekuatan yang
tinggi diklasifikasikan sebagai pendukung. Aktor ini dapat mendatangkan
resiko sehingga keberadaannya perlu dipantau dan dikelola dengan baik. Aktor
ini dapat berubah menjadi karena suatu peristiwa. Hubungan baik dengan
stakeholder ini terus dibina. Untuk itu segala informasi yang dibutuhkan harus
tetap diberikan sehingga mereka dapat terus berperan aktif dalam pencapaian

tujuan.

11



